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ABSTRAK

Asas kelangsungan usaha (going concern) dalam Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(UU K-PKPU) dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk mencegah
likuidasi secara langsung serta mengoptimalkan nilai harta pailit. Namun demikian,
pengaturan asas tersebut bersifat normatif dan tidak disertai indikator operasional
yang jelas, sehingga penerapannya sangat bergantung pada diskresi kurator dan
persetujuan kreditor serta hakim pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis keputusan atas tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha dalam
kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) pada UU K-PKPU serta akibat
hukum dari keputusan tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan,
dengan menggunakan teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sebagai pisau
analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi
pustaka yang didukung oleh data wawancara berbagai pihak terkait dalam
penelitian ini. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, keputusan kurator untuk
tidak menerapkan asas kelangsungan usaha dalam kepailitan PT Sritex telah sesuai
dengan Pasal 104 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 181 ayat (1) UU K-PKPU
karena didasarkan pada kewenangan diskresi yang sah untuk mengajukan usul atau
tidak kelangsungan usaha debitor pailit dengan didasarkan pada pertimbangan
kondisi keuangan perusahaan, serta memperoleh persetujuan hakim pengawas.
Meskipun UU K-PKPU tidak menetapkan indikator normatif yang baku mengenai
debitor prospektif, tidak mewajibkan opini audit going concern, dan tidak mengatur
secara tegas pelibatan ahli atau auditor independen, praktik tersebut tidak
menjadikan keputusan kurator bertentangan dengan hukum. Kedua, Tidak
dijalankannya asas kelangsungan usaha berimplikasi pada percepatan proses
pemberesan dan pembagian harta pailit sesuai dengan sistem prioritas kreditor.
Dengan demikian, perbedaan praktik penerapan asas kelangsungan usaha tidak
dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan merupakan
konsekuensi dari karakter norma yang bersifat terbuka. Penelitian ini menegaskan
pentingnya perumusan pedoman operasional yang lebih jelas guna meningkatkan
kepastian hukum dan kemanfaatan dalam praktik kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Kepastian Hukum, PT Sritex



ABSTRACT

The going concern principle under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy
and Suspension of Debt Payment Obligations (Indonesian Bankruptcy and PKPU
Law is intended as an instrument to prevent immediate liquidation and to optimize
the value of the bankruptcy estate. However, this principle is regulated in a
normative manner and is not accompanied by clear operational indicators, causing
its implementation to largely depend on the curator’s discretion as well as the
approval of creditors and the supervisory judge. This research aims to analyze the
decision not to apply the going concern principle in the bankruptcy of PT Sri Rejeki
Isman Tbk (PT Sritex) under the Bankruptcy and PKPU Law, as well as the legal
consequences arising from such decision.

This study employs a normative legal research method with statutory,
conceptual, and comparative approaches, using the theories of legal certainty and
legal utility as analytical frameworks. Data collection is conducted through library
research, supported by interview data from relevant parties as supplementary
materials. The data are then analyzed qualitatively and presented in a descriptive-
analytical.

The findings of this research indicate that the curator’s decision not to apply
the going concern principle in the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT
Sritex) is in accordance with Article 104 paragraph (1), Article 179 paragraph (1),
and Article 181 paragraph (1) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment
Obligations Law (UU K-PKPU). This decision is based on the curator’s lawful
discretionary authority to propose or not to propose the continuation of the bankrupt
debtor’s business, grounded in an assessment of the company’s financial condition,
and has obtained approval from the supervising judge. Although the UU K-PKPU
does not provide standardized normative indicators for determining a prospective
debtor, does not mandate a going concern audit opinion, and does not explicitly
regulate the involvement of independent experts or auditors, such conditions do not
render the curator’s decision unlawful. The non-application of the going concern
principle results in an acceleration of the asset realization and distribution process
in accordance with the creditor priority system. Therefore, variations in the
practical application of the going concern principle cannot be automatically
regarded as violations of law, but rather as consequences of the open-ended nature
of the legal norms governing bankruptcy proceedings. This study underscores the
importance of formulating clearer operational guidelines to enhance legal certainty
and legal utility in Indonesian bankruptcy practice.

Kata Kunci: Going Concern Principle; Bankruptcy; Legal Certainty; PT Sritex.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia pada tahun 2020 menghadapi tantangan besar dalam tatanan
kehidupan manusia baik itu sosial, budaya, hingga ekonomi yakni pandemi
COVID-19.! Salah satu sektor yang terdampak besar adalah sektor ekonomi,
dimana banyak sekali bidang mulai dari individu, UMKM bahkan perusahaan
besar mengalami tekanan keuangan yang besar akibat dari penurunan
pendapatan dikarenakan minimnya daya beli masyarakat pada saat itu.
Akibatnya, banyak perusahaan yang terjepit dengan kondisi keuangan yang
berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha seperti kewajiban utang
piutang baik secara tertulis maupun lisan disaat turunnya pendapatan
perusahaan. Dengan kondisi keuangan yang seperti itu, maka perusahaan akan
kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran terhadap utang-utangnya di satu
atau lebih kreditor yang berakibat mengalami kepailitan dan tidak bisa melunasi
utang-utang para kreditornya.’

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang selanjutnya disebut UU K-PKPU. Kepailitan adalah sita

umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pembagian

! Retno Damayanti, dkk, “Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit.” luris Studia: Jurnal Kajian
Hukum, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 79.

2 Aviatri, Pratantia, and Ayunda Putri Nilasari. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap
Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang." ACCOUNTHINK: Journal Of Accounting And
Finance Vol. 6 No. 02 (2021).



hartanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.> UU
K-PKPU diharapkan dapat menciptakan mekanisme penyelesaian utang secara
kolektif, adil, dan efisien, guna melindungi kepentingan kreditor sekaligus
menjaga keteraturan dalam lalu lintas bisnis.*

Namun dalam praktiknya, UU K-PKPU sering dipersepsikan lebih
berorientasi pada kepentingan kreditor. Hal ini tercermin dari persyaratan
permohonan pailit yang relatif sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(1) UU K-PKPU, yakni adanya dua atau lebih kreditor dan tidak dibayarnya
setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu,
mekanisme pembuktian sederhana dan tenggat waktu pemeriksaan perkara
yang singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU. Hal
tersebut kemudian membatasi ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian
yang lebih komprehensif terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha debitor
sebab apabila ditemukan fakta sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU harus
segara diputus dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pendaftaran
permohonan. Akibatnya, putusan pailit berpotensi menimbulkan dampak sosial,
ekonomi, dan ketenagakerjaan yang luas, khususnya terhadap perusahaan yang

sebenarnya masih memiliki prospek usaha.’

3 Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU.

4 Febrian Dirgantara, dkk, “Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia”, Lex
Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 (2025), hlm. 150.

5 Purbandari, "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan
Pailit." Jurnal Widya Yustisia Vol. 1 No. 2 (2014), him. 34.



Dalam konteks tersebut, UU K-PKPU memiliki asas kelangsungan usaha
(going concern) yang mengatur bahwa dapat memungkinkan perusahaan
debitor pailit yang masih memiliki prospek dapat tetap beroperasi dalam jangka
panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat.® Asas diatur secara
normatif dalam Pasal 104 dan Pasal 179 sampai dengan 184 UU K-PKPU. Asas
kelangsungan usaha (going concern) merupakan prinsip yang mengandaikan
bahwa suatu entitas bisnis akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak
akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Dalam konteks UU K-PKPU, asas ini
diterapkan pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit.’”

Meskipun diterapkan pada perusahaan yang dinyatakan pailit yang
kewenangannya berubah pada kurator (curator in control), namun secara
eksplisit asas ini juga diatur dalam PKPU, dimana kewenangannya tetap berada
pada debitor (debtor-in-possession terbatas).® Adapun tujuan dilakukan asas
kelangsungan usaha (going concern) ini mencegah likuidasi secara langsung,
dengan harapan nilai harta pailit kemungkinan masih akan dapat ditingkatkan.’
Asas kelangsungan usaha (going concern) sendiri biasa digunakan di bidang
akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan (financial statement) suatu

perusahaan (entity) yang dibuat oleh seorang akuntan publik secara profesional.

6 Penjelasan Umum UU K-PKPU

7 Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU)." Jurnal Hukum dan
Peradilan Vo. 4 No. 3 (2015), hlm. 399-418.

8 Wawancara dengan Jamaslin James Purba, S.H., M.H. Ahli Hukum Kepailitan dan
Managing Partner James Purba & Partners, tanggal 06 Januari 2026.

® Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor, (Jakakrta: Sinar Grafika,
2018), hlm. 193.



Para ahli pada umumnya sepakat bahwa kelangsungan usaha digunakan sebagai
parameter dalam memperkirakan kelangsungan hidup suatu entitas dalam
usahanya untuk jangka waktu tertentu, biasanya sebelum 1 (satu tahun). '

Juniarti membagi indikator tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu (1)
indikator keuangan debitor pailit yang mencakup defisiensi keuangan,
defisiensi ekuitas, adanya tunggakan pembayaran utang dan kesulitan
memperoleh dana, (2) indikator operasional perusahaan yang mencakup pada
kerugian operasi yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan,
kemampuan operasional yang terancam dan pengendaliaan operasional
lemah.!! Sehingga asas kelangsungan usaha (going concern) jika dipandang
melalui i1lmu ekonomi merupakan satu kesatuan dengan studi kelayakan
bisnis.!?

Namun pada faktanya, implementasi asas tersebut belum diterapkan secara
konsisten. Meskipun asas kelangsungan usaha (going concern) telah diatur
secara normatif dalam UU K-PKPU, namun undang-undang tidak menyediakan
pedoman operasional yang terukur mengenai penerapannya. UU K-PKPU tidak
mengatur indikator yang jelas mengenai penilaian kelayakan kelangsungan

usaha, tidak mewajibkan penggunaan laporan keuangan tertentu, opini audit

10 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor, (Jakakrta: Sinar Grafika,
2018), him. 184-185.

" Juniarti, “Professi Akuntan Merespon Dampak Memburuknya Keadaan Ekonomi,”
Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 2 No. 2 (2000), hlm. 159.

2Deny Dwi Hartomo, & Malik Cahyadin. "Pemeringkatan Faktor Keberlangsungan Usaha
Industri Kreatif Di Kota Surakarta." Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 (2013),
hlm. 226.



going concern, maupun pelibatan ahli atau auditor independen. Ketiadaan
pedoman tersebut menyebabkan penerapan asas kelangsungan usaha sangat
bergantung pada diskresi kurator dan persetujuan mayoritas kreditor
konkuren.!® Hal ini menyebabkan dalam praktiknya menjadi tidak seragam dan
bergantung pada karakteristik masing-masing perkara kepailitan.

Kondisi ini tercermin secara nyata dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki
Isman Tbk (PT Sritex). Setelah mengalami gagal bayar atas utang sindikasi dan
menjalani proses PKPU yang berujung pada homologasi perdamaian, PT Sritex
akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dalam tahap
pemberesan harta pailit, kurator memutuskan untuk tidak menerapkan asas
kelangsungan usaha dengan alasan ketiadaan modal kerja, tingginya biaya
produksi, serta prospek usaha yang dinilai tidak menguntungkan, yang
kemudian disetujui dalam rapat kreditor dan oleh hakim pengawas. Keputusan
tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kelangsungan usaha dilakukan
berdasarkan pertimbangan praktis dan ekonomis, tanpa adanya indikator
normatif yang baku sebagaimana diatur dalam undang-undang.'*

Perbedaan antara pengaturan normatif asas kelangsungan usaha dan praktik
penerapannya tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum. Di satu sisi,
norma hukum mengenai asas kelangsungan usaha telah dirumuskan secara jelas

(lex certa), namun di sisi lain, sifat norma yang terbuka dan abstrak membuka

13 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor, (Jakakrta: Sinar Grafika,
2018), him. 190-191.

14 Kristi Dwi Utami, “Going Concern” Sritex Tak Dilakukan, Lebih Dari 10.000 Karyawan
Terdampak PHK,” https://www.kompas.id/artikel/going-concern-sritex-tak-dilakukan-lebih-dari-
10000-karyawan-terdampak-phk, diakses pada 12 September 2025



https://www.kompas.id/artikel/going-concern-sritex-tak-dilakukan-lebih-dari-10000-karyawan-terdampak-phk
https://www.kompas.id/artikel/going-concern-sritex-tak-dilakukan-lebih-dari-10000-karyawan-terdampak-phk

ruang diskresi yang luas dalam penerapannya. Kondisi ini berpotensi

mengurangi kepastian hukum dan keseragaman praktik, khususnya dalam

perkara kepailitan korporasi berskala besar yang memiliki dampak ekonomi dan
sosial yang luas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan
hukum yang muncul dalam objek dan fokus penelitian ini memerlukan solusi
yang memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian
mendalam untuk menganalisis asas kelangsungan usaha sebagai norma hukum
yang memberikan kepastian hukum dan akibat hukum tidak dijalankannya asas
kelangsungan usaha (going concern) dalam perkara kepailitan PT Sritex.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini

penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana

berikut:

1. Apakah keputusan atas tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (going
concern) dalam kepailitan PT Sritex telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap tidak dijalankannya penerapan asas
kelangsungan usaha (going concern) dalam kepailitan PT Sritex?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat

disimpulkan tujuan penelitian adalah:



a. Untuk menganalisis dan menelaah fenomena tidak dijalankannya asas
kelangsungan usaha (going concern) dalam kepailitan PT Sritex melalui
peraturan perundang-undangan termasuk dalam praktik peradilan serta
membandingkan dengan kasus yang serupa.

b. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum terhadap tidak
dijalankannya penerapan asas kelangsungan usaha (going concern)
dalam kepailitan PT Sritex.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1) Dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya
berkaitan dengan hukum kepailitan.

2) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi, literatur, serta
bahan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan terhadap
manusia maupun penelitian-penelitian di masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis
1) Penelitian in1 diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pembentuk undang-undang untuk memperjelas aturan asas
kelangsungan usaha (going concern) dalam undang-undang
kepailitan.

2) Memberikan manfaat praktis bagi para pemangku kepentingan di
bidang hukum kepailitan, khususnya dalam memahami dasar hukum

dan pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan



untuk tidak menjalankan asas kelangsungan usaha (going concern)
dalam proses kepailitan.

3) Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi kurator, hakim,
kreditur, dan debitur dalam menilai kelayakan dan implikasi hukum
dari pemberesan usaha debitur yang dinyatakan pailit.

4) Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola pikir
kritis peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah
diperoleh.

D. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek
yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah
pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan
diadakan. Setelah penelitt melakukan penelusuran dalam berbagai literatur
terkait dengan tema penelitian, maka peneliti telah menemukan beberapa karya
tulis yang relevan dengan tema penelitian.

Karya yang pertama adalah Skripsi yang ditulis oleh Dinda Ariyanti dengan
judul “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Terhadap
Debitor Pailit PT. Plaza Adika Lestari (Studi Putusan Nomor 1434 K/Pdt.Sus-
Pailit/2020 Jo 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst)”. Penelitian ini
bertujuan menganalisis proses pertimbangan hukum oleh hakim dalam
menjatuhkan putusan pailit khususnya pada Putusan Nomor 1434 K/Pdt.Sus-
Pailit/2020 Jo 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Selain itu, penulis

ingin mengetahui penerapan asas kelangsungan usaha (going concern) dalam



sengketa kepailitan yang dialami oleh PT. Plaza Adika Lestari.'> Dari penelitian
yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa dasar hukum pertimbangam Hakim
adalah Hakim telah melakukan penerapan hukum yang salah mengenai voting
dalam perkara tersebut yang telah menyalahi ketentuan Pasal 281 dan Pasal 280
Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Akibatnya PT. Plaza Adika Lestari
dinyatakan pailit. Penerapan asas kelangsungan usaha (going concern) dalam
kepailitan PT. Plaza Adika Lestari menurut Penulis telah sesuai dengan Pasal 2
ayat (1) UU K-PKPU. Hakim Pengawas menilai PT. Adika Plaza Lestari tetap
dapat beroperasi sebab melihat beberapa pertimbangan salah satunya adalah
aset yang dimiliki lebih besar dari pada utang yang dimiliki. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah objek dan fokus
permasalahan yang akan dikaji. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah PT.
Adika Plaza Lestari dengan fokus permasalahan yakni ratio decidendi majelis
hakim atas keputusan dilakukannya asas kelangsungan usaha (going concern)
dalam proses kepailitan sedangkan pada penelitian ini akan membahas
mengenai tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (going concern) dalam
kepailitan PT Sritex serta adanya celah hukum tidak adanya indikator penentuan
asas kelangsungan usaha yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Karya kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Nadia Azzahra Putri dengan
judul “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Debitor Pailit (Studi Kasus

Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg)”. Penelitian ini

15 Dinda Ariyanti. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Terhadap
Debitor Pailit PT. Plaza Adika Lestari (Studi Putusan Nomor 1434 K/Pdt. Sus-Pailit/2020 Jo
153/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst)." (2025). Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret.
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bertujuan untuk meneliti konsep kelangsungan usaha (going concern) dalam
kepailitan dan untuk menganalisis bagaimana Penerapan Asas kelangsungan
usaha dalam hukum kepailitan di indonesia.!® Setelah dilakukan penelitian,
ditemukan bahwa Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg, asas
keberlangsungan usaha tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam
memutus permohonan pailit meskipun perusahaan debitor masih mampu untuk
menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan karena pernyataan pailit di Indonesia
secara formil hanya berlandaskan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8
ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak memperhatikan faktor
kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih memiliki potensi seharusnya
bisa terus beroperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
peneliti tulis adalah objek terhadap kasus yang diangkat.

Karya ketiga adalah Skripsi yang ditulis oleh Glenviano Sambiri dengan
judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Penerapan Asas Kelangsungan
Usaha (On Going Concern) Dalam Perkara Kepailitan (Putusan No. 1/Pdt.Sus-
GLL/2020/PN. Semarang Jo. No. 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN. Semarang).
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor penyebab gagalnya
penerapan asas kelangsungan usaha (On Going Concern) dalam perkara
kepailitan Hotel Bayfront Villa Jepara dan memberikan penjelasan mengenai

akibat hukum terhadap gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (On

15Nadila Azzahra Putri. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Debitor Pailit (Studi Kasus
Putusan Nomor 10/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN. Niaga. Smg)." Wajah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025), hlm.
67-76.
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Going Concern) dalam perkara kepailitan Hotel Bayfront Villa Jepara.'” Setelah
dilakukan penelitian, ditemukan bahwa faktor gagalnya penerapan asas
kelangsungan usaha (On Going Concern) dalam kepailitan Hotel Bayfront Villa
Jepara karena tidak semua kurator bersedia memilih untuk tetap melanjutkan
kegiatan usaha (on going concern) terhadap perusahaan pailit dan lebih suka
langsung menjual semua harta pailit dimuka agar segera mendapatkan
honorarium. Kemudian permasalahan latar belakang kurator seorang advokat
sehingga kurang memiliki kemampuan bisnis. Faktor selanjutnya karena harta
debitor pailit tidak bertambah atau berkurang sehingga menyebabkan kerugian
bagi kreditor dan harta debitor pailit sebelum dan sesudah going concern tetap
nilainya. Ditemukan juga dalam penelitian, jika akibat hukum dari gagalnya
going concern Hotel Bayfront Villa Jepara yakni PHK terhadap para pekerja,
dan pembubaran atau likuidasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
akan peneliti tulis adalah objek penelitian, rumusan masalah pertama yang
diangkat dan penggunaan teori yang berbeda dengan penelitian yang akan
dilakukan.
E. Kerangka Teoritik

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, kerangka teoritis membantu
peneliti memahami konteks norma-norma hukum dan memandu proses analisis.

Kerangka teoritis merupakan alat penting untuk menilai relevansi aturan hukum

"Glenviano Sambiri. “Tinjauan  Yuridis Terhadap Gagalnya Penerapan Asas
Kelangsungan Usaha (On Going Concern) dalam Perkara Kepailitan (Putusan No. 1/Pdt. Sus-
GLL/2020/PN. Semarang Jo. No. 9/Pdt. Sus-Pailit/2019/PN. Semarang).” (2023). Skripsi Sarjana.
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.
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yang digunakan dalam kajian ilmiah.'® Berdasarkan hal tersebut, penulis telah

memilih 2 (dua) teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam

menjawab dan mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1.

Teori Kepastian Hukum

Berkaitan dengan konsep kepastian hukum, Van Apeldoorn berpendapat
bahwa “kepastian hukum” memiliki dua sisi. Pertama, bagi para pihak
pencari keadilan perlu melihat suatu hukum secara konkret dan kontekstual
sebelum mereka berperkara. Kedua, guna para pihak tersebut terhindar
daripada kesewenangan hakim.!” Selaras dengan pendapat tersebut,
Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum sama halnya
dengan kepastian orientasi. Dalam hal ini, orientasi diartikan sebagai sebuah
kejelasan rumusan norma, sehingga masyarakat yang terdampak pada suatu
peraturan dapat berpedoman dengan norma tersebut.?

Sebelum suatu peraturan dirancang dan diundangkan, seyogyanya
harus dipastikan telah memiliki ratio legis serta kejelasan peraturan
tersebut. Kejelasan yang ingin dicapai bermakna bahwa suatu peraturan
tidak bersifat multitafsir dan saling tumpang tindih dengan peraturan yang
lain. Resiko dari suatu peraturan yang multitafsir dan tumpang tindih

tentunya akan menimbulkan suatu konflik norma yang berakibat pada

(Jakarta:

18 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
Raja Grafindo Persada, 2004), him. 13.

Y9 1.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu hukum, (Jakarta, 1986), him. 12

20 Sidharta, Moralitas Profesi Hukum:Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung: PT.

Refika Aditama, 2006), him.85.
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reduksi dan distorsi norma itu sendiri. Padahal kepastian hukum yang
sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan

sesuai dengan prinsip dan norma hukum.?!

Teori kepastian hukum
digunakan untuk menganalisis sejauh mana keterbukaan norma asas
kelangsungan usaha (going concern) dalam UU K-PKPU sehingga asas
kelangsungan usaha (going concern) memiliki aturan yang normatif dan
konsisten untuk menilai kelanjutan usaha debitor, sehingga tidak menjadi
subjektif tergantung usul kurator dan kreditor.

2. Teori Economic Analysis of Law
Economic Analysis of Law (EAL) dapat dijadikan suatu pendekan untuk
menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan
asum-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran
tentang  kepuasaan  (satisfaction) dan peningkatan kebahagian
(maximization of happiness). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan
di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan sebagai
economic tools untuk mencapai maximization of happiness.*

Pendekatan dan penggunaan analisis harus disusun dengan
pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur

keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standart yang didasari

oleh tiga nilai dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility) dan efisiensi

2! Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para
Ahli." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2 (2021).

22 Fajar Sugianto, Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum,
Seri 1 Pengantar, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013), hlm. 45.
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(efficiency) yang didasari oleh rasionalitas manusia.?? Berdasarkan konsep
dasar ini, FAL menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan
untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya
(maximizing overall social utility).>*

Penggunaan teori Economic Analysis of Law (EAL) dalam penelitian
ini bertujuan untuk menilai rasionalitas dan efisiensi alasan hukum yang
melandasi keputusan kurator dalam tidak mengusulkan penerapan asas
kelangsungan usaha (going concern) dalam kepailitan PT Sritex. Dengan
demikian, penerapan teori Economic Analysis of Law (EAL) dimaksudkan
untuk memperluas penilaian kesesuaian keputusan kurator dengan
peraturan perundang-undangan agar tidak berhenti pada aspek legalitas
formal semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan,
efisiensi, dan dampak ekonomi dari keputusan tersebut dalam praktik
kepailitan.

3. Teori Kemanfaatan Hukum
Teori kemanfaatan hukum atau utilitarianisme memiliki pandangan bahwa
tujuan hukum adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang
banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, sehingga
penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum
tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada

manusia atau tidak. Oleh karena itu, berarti setiap penyusunan produk

2 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Seventh Edition, (New York: Aspen
Publishers, 2007), him. 15.

2 Ibid.
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hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan
tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.
Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangan oleh Jeremy
Bentham, teori kemanfaatan (Utilitarianisme) menengahkan salah satu
gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis hingga
yang materialistis, dari yang apriori (pengetahuan yang ada) hingga
berdasarkan pengalaman.?® Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum
adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya
kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yakni setiap warga
negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satunya.?®
Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum,
kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang tidak
mempermasalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum,
namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan
kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak.?’” Teori kemanfaatan hukum
dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tidak dijalankannya asas
kelangsungan usaha (going concern) dalam kepailitan PT Sritex telah
menghasilkan manfaat hukum yang optimal bagi para pihak yang

berkepentingan.

25 Friedman Wolfgang, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema
Keadilan (Susunan II) = Legal Theory, alih bahasa Muhammad Arifin (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994), hlm. 11.

26 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Sampai Postmodernisme,
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 159.

27 Lilis Rasyidi dalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.
59.
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F. Metode Penelitian
Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu
masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk
mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil
kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah
atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi
kehidupan manusia.?® Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum
normatif yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan
kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan
negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (das sollen),
dan produknya juga bersifat mengkaidahi.?’ Penelitian hukum normatif
memiliki karakteristik berfokus pada analisis kaidah peraturan perundang-
undangan atau putusan hakim yang hendak menemukan kebenaran antara
kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui alasan mengapa tidak
dijalankannya asas kelangsungan usaha (going concern) dalam perkara

kepailitan PT Sritex.

28 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021)

2 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi,
(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), him. 143.
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2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif-analitis.
Penelitian deskriptif-analitis yaitu penelitian yang menguraikan suatu
permasalahan yang sedang dikaji dengan cara mendeskripsikan dan
memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang diselidiki
secara sistematis, akurat, dan faktual.*® Sifat deskriptif digunakan untuk
menjelaskan secara rinci perjalanan hukum kepailitan PT Sritex, termasuk
proses PKPU, putusan homologasi, hingga jatuhnya putusan pailit serta
tidak diterapkannya asas kelangsungan usaha (going concern). Sementara
itu, sifat analitis dimaksudkan untuk menelaah fenomena tidak
dijalankannya asas kelangsungan usaha (going concern) dalam kepailitan
PT Sritex melalui peraturan perundang-undangan termasuk dalam praktik
peradilan serta membandingkan dengan kasus yang serupa serta mengurai
akibat hukum dari keputusan tersebut terhadap para pihak.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penyusun untuk mengkaji isu hukum dalam
skripsi adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan
perbandingan (comparative approach). Pendekatan undang-undang

dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang

39 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik,
(Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133.
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dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.’!
Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang
beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di
dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum
yang relevan dengan isu yang dihadapi khususnya asas kelangsungan usaha
(going concern).’> Kemudian, yang dimaksud dengan pendekatan
perbandingan secara terminologis adalah suatu pendekatan dalam penelitian
dengan cara memperbandingkan antara hukum yang satu dengan hukum
yang lainnya, atau suatu penelitian yang difokuskan untuk
memperbandingkan peraturan hukum dengan implementasinya di
lapangan.® Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk
melihat perbedaan penerapan asas kelangsungan usaha (going concern)
dalam perkara kepailitan antara PT Sritex dengan kasus-kasus serupa yang

pernah terjadi sebelumnya.

. Sumber Data

1) Pada penelitian hukum normatif data penelitian yang digunakan adalah

menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak

133.

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2014), him.
32 Ibid., hlm.135.

33 Ibid., hlm. 172-174
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langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.>*
Guna mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, penyusun telah
mengumpulkan bahan hukum penelitian yang terbagi menjadi 3 (tiga)
yakni:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas
dan mengikat.*® Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan bahan
hukum primer sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU).

c) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-
homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. Putusan No. 12/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN Niaga Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi terkait hukum yang
bukan merupakan dokumen resmi yang bersifat autoritatif.>* Guna
mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini:

a) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan

ekonomi;

34 Bahtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), him. 34.

35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2014), him.
181.

36 Ibid.
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b) Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
¢) Jurnal hukum dan ekonomi; serta
d) Media cetak/elektronik.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder berupa:
a) KBBI; dan
b) Kamus Hukum.

2) Pada penelitian ini juga penulis menggunakan data primer yakni data
yang sumber informasi utamanya dikumpulkan secara langsung oleh
peneliti dalam proses penelitian.>” Meskipun demikian, data primer ini
digunakan hanya sebatas sebagai data dukung untuk mengonfirmasi
atau memvalidasi atas data sekunder. Adapun metode dalam
pengumpulan data primer adalah wawancara yang dilakukan kepada:

a. Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H, selaku Ahli Hukum
Kepailitan dan Managing Partner James Purba & Partners;

b. Yang Mulia Hakim Dr. H. Deddy Muchti Nugroho, S.H., M.H.
selaku Hakim Pengawas Kepailitan PT Sritex dan Hakim pada
Pengadilan Negeri Semarang Kelas A Khusus; dan

c. Bapak Denny Ardiansyah, S.H. M.H. selaku Tim Kurator Sritex

dan Managing Partner Law Firm DA & Co.

37 Undari Sulung, & Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer,
Sekunder dan Tersier,” Jurnal Edu Research, Vol. 5 No. 3 (2024), him. 112.
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5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah studi pustaka, dengan pengumpulan data dan informasi melalui
pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti peraturan
perundangan-undangan, buku-buku hukum, penelitian terdahulu, makalah,
jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.
Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada
narasumber yang dapat memberikan pendapat atau memiliki keahlian yang
relevan dengan tema dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melaksanakan
wawancara dengan Hakim Pengawas, Ahli Hukum Kepailitan, dan Kurator
yang menangani kepailitan PT Sritex untuk memvalidasi atas temuan dalam
penelitian ini.

6. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis
kualitatif. Metode ini lebih menekankan hasil analisis pada penyimpulan
deduktif dan induktif disertai analisis terhadap hubungan antar fenomena
yang diamati menggunakan logika ilmiah.>®

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai penggambaran secara sistematis

berkaitan dengan materi yang tercantum dalam penelitian. Sistematika

pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, sebagaimana

dibawah ini:

38 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), him. 5.
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Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum mengenai kerangka
teoritik yang digunakan yakni teori kepastian hukum, teori economic analysis
of law dan teori kemanfaatan hukum.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum mengenai kepailitan,
PKPU, asas kelangsungan usaha (going concern), serta proses PKPU dan
Kepailitan PT Sritex.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab
ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama yakni apakah
keputusan atas tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (going concern)
dalam kepailitan PT Sritex telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan sub bab kedua yakni akibat hukum hukum terhadap tidak dijalankannya
asas kelangsungan usaha (going concern) dalam kepailitan PT Sritex.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran
yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan hukum kepailitan di

Indonesia.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Keputusan kurator untuk tidak menjalankan asas kelangsungan usaha
(going concern) dalam kepailitan PT Sritex telah sesuai dengan Pasal 104
ayat (1), Pasal 179 ayat (1), dan Pasal 181 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena berada dalam ruang
kewenangan diskresi yang sah dan memperoleh persetujuan hakim
pengawas, sehingga secara formal memenuhi prinsip /ex certa. Namun,
pengaturan asas kelangsungan usaha dalam UU K-PKPU bersifat terbuka
(open legal norm) karena tidak menetapkan indikator normatif debitor
prospektif, tidak mewajibkan opini audit going concern, serta tidak
mengatur pelibatan ahli atau auditor independen, yang berpotensi
melemahkan prinsip /ex stricta dan konsistensi penerapan hukum.
Meskipun demikian, keputusan kurator dapat dipahami sebagai pilihan
yang rasional dan efisien karena ditujukan untuk meminimalkan biaya
kepailitan, menghindari kerugian lanjutan, serta memaksimalkan nilai harta
pailit bagi kreditor. Oleh karena itu, perbedaan praktik penerapan asas
kelangsungan usaha termasuk dalam perkara PT Sritex, merupakan
konsekuensi dari karakter norma yang bersifat terbuka dan bukan serta-

merta pelanggaran hukum.

190
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2. Tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (going concern) dalam
kepailitan PT Sritex menimbulkan akibat hukum berupa masuknya debitor
pailit ke dalam keadaan insolvensi sebagaimana Pasal 178 ayat (1) UU K-
PKPU, yang selanjutnya mengalihkan fokus proses kepailitan dari
pengelolaan usaha menjadi pemberesan dan likuidasi harta pailit oleh
kurator berdasarkan Pasal 184 UU K-PKPU. Dalam kondisi tersebut,
kurator memperoleh kewenangan penuh untuk menguasai, mengamankan,
mengelola, dan menjual boedel pailit di bawah pengawasan hakim
pengawas, termasuk melalui mekanisme penyewaan aset dan pelelangan
yang didahului penilaian oleh KJPP guna menjaga dan memaksimalkan
nilai harta pailit. Seluruh hasil pemberesan kemudian didistribusikan
kepada kreditor berdasarkan sistem prioritas kreditur yang diatur dalam UU
K-PKPU, di mana kreditor separatis, preferen, dan konkuren memperoleh
pelunasan sesuai kedudukannya masing-masing, dengan penerapan prinsip
pari passu pro rata parte terhadap kreditor konkuren. Dengan demikian,
akibat hukum utama dari tidak diterapkannya asas kelangsungan usaha
dalam perkara PT Sritex adalah beralihnya orientasi kepailitan menjadi
optimalisasi nilai boedel pailit

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang

akan penulis sampaikan, yaitu:

1. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyempurnaan

pengaturan asas kelangsungan usaha (going concern) dalam UU K-PKPU
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dengan tetap mempertahankan fleksibilitas kewenangan kurator, namun
dilengkapi dengan pedoman normatif minimal mengenai faktor-faktor
yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan diterapkan atau tidaknya
going concern, seperti kondisi arus kas, kebutuhan modal kerja, dan
keberlanjutan operasional. Pedoman ini tidak perlu bersifat imperatif atau
kaku, melainkan sebagai rambu hukum untuk meningkatkan kepastian
hukum dan keseragaman praktik tanpa menghilangkan karakter diskresi
yang memang diperlukan dalam perkara kepailitan yang beragam.

. Mengingat pengaturan dalam UU K-PKPU bersifat terbuka dan tidak
menyediakan “buku kerja” kepailitan, Mahkamah Agung atau organisasi
profesi kurator dapat menyusun pedoman teknis pelaksanaan kepailitan,
termasuk mengenai penggunaan asas kelangsungan usaha pasca-pailit.
Pedoman ini berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan konsistensi
praktik, efisiensi pemberesan, dan kemanfaatan ekonomi boedel pailit,
tanpa mengikat secara kaku atau mengurangi ruang diskresi yang diberikan

undang-undang.
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